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PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG 
RAMPASAN NEGARA DI  RUMAH PENYIMPANAN BENDA 
SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I JAKARTA SELATAN  
1 
Almavico Putra Perdana Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul. Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat   
Abstrak Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbanas adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Benda Sitaan Negara disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara” Tidak sedikit dalam suatu kasus pidana yang sedang ditangani oleh penyidik banyak barang bukti yang rusak bahkan hilang, hal ini bisa terjadi karena banyak penyebab, diantaranya kurang baiknya pemeliharaan barang bukti yang dilakukan Rupbanas dan juga ada penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan oleh oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapang (field research), dimana penelitian ini langsung melakukan peninjuan kelapangan serta memperoleh data yang diinginkan di Rupbanas Jakarta Selatan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi. 
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PENDAHULUAN Indonesia adalah negara hukum. Demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undangan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahaan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum maka diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Tindakan penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian sedangankan tindakan perampasan merupakan eksekusi dari pelaksanaan pemutusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian kedua usaha paksa tersebut memiliki persamaan yaitu yang menjadi objek sitaan atau rampasan harus terpelihara dengan baik agar tetap terjaga kondisinya serta tidak menurunkan nilai ke ekonomiannya. Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya 
dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu megubah pola pikir dan pola prilaku masyarakat. Perubahan perilaku sosial masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat . Dalam Fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum . Untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari hukum pidana, berbagai penulis telah mencoba membuat rumusan-rumusan hukum pidana. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai 





lebih daripada satu pengertian . Maka dapat dimengerti rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh Lamintang  yang berbunyi antara lain sebagai berikut. “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakantindakan tersebut” Tempat penyitaan bagi barang sitaan dan barang rampasan negara adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjadi satu-satunya lembaga yang sah untuk menyimpan sebagaimana diatur dalam peraturan Mentri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda 
Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Didalam ketentuan KUHAP telah diatur perhal barang saitaan dan barang rampasan sebagai berikut:  1. Benda Sitaan atau benda sitaan negara (disingkatat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau penjabat yang karena jabatannya yang mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan dalam proses peradilan. 2. Barang Rampasan atau Barang Rampasan Negara (disingkat Baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas Untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara : a. Dimusnahkan b. Dilelang untuk negara c. Diserahkan pada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan;    dan  d. Diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN)     untuk barang bukti dalam perkara lain. Sedangkan Barang Temuan adalah barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana dan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. 
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Das Sollen, Rupbasan merupakan lembaga yang dicita-citakan pembentuk undang-undang sebagai penopang tiang-tiang keadilan. Karenanya dalam ketentuan Pasal 44 KUHAP dinyatakan: (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara; (2)  Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Ruang lingkup ketentuan Pasal 44 tersebut pada hakikatnya bertujuan agar benda sitaan, baik itu dalam wujudnya sebagai "corpora delicti" atau menjadi sasaran tindak pidana (misalnya: barang-barang yang dicuri, ditipu dan sebagainya), hasildari tindak pidana (uang palsu, mobil mewah atau alat kesehatan hasil korupsi, dan sebagainya), atau benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana “instrumenta delicti”, dapat dipelihara dan dipergunakan secara baik sesuai tahapan pemeriksaan, baik untuk kepentingan penyidikan,penuntutan dan pembuktian persidangan. Adapun pengertian Rupbasan secara yuridis yaitu tempat benda yang disita oleh 
Negara untuk keperluan proses persidangan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, menurut Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai mekanisme pengelolan barang sitaan dan barang rampasan negara oleh Rupbasan serta untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya mengatasinya. Sehingga didalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Oleh Lembaga Rumah Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Selatan. Didalam Keputusan Direktur Jendral Kepemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, pengelolan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, penelitian atau penilaian, pengklasifikasikan, dan penempatan, 





pemeliharaan, penanganan, penyelamatan, pemutasian, pengawasan, pengeluaran atau pengapusan benda sitaan dan barang rampasn.  Pelaksanaan  Pelaksanaan merupakan aktitas atau usaha yang dilakasanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijsanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula . Perampasan KKBI mengatakan definisi dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Mengatakan:  
Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing  Benda Sitaan Negara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (“Permenkumham 16/2014”) menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan negara.Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara . Barang Rampasan Negara Penjelasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
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Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan, Pasal 1 Angka 2 dan 3 Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Untuk mewujudkan proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil tindak pidana. (tercantum pada Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rupbasan.). Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Pengelolan Benda Sitaan Negara di Rupbansan Jakarta Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini akan mengetahui bagimana Rupbasan menjalan tugas dan kewajiban pokok dalam penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi melakukan Penyimpanan dan Pengelolaan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara hasil Tindak Pidana.  
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